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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 CPNS harus senantiasa meningkatkan kualitas diri dan mampu menunjukan 

kinerja yang profesional dan akuntabel, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya 

pelayanan prima kepada masyarakat jadilah PNS dengan bekal kompetensi dan integritas 

moral, sehingga saudara nantinya akan menjadi PNS yang berkompeten, profesional, dan 

kompetitif serta inovatif, sebagai  bukti dari implementasi aneka tersebut maka para 

peserta diklat diwajibkan membuat aktualisasi kegiatan. Tujuannya adalah agar para 

peserta Pelatihan Dasar CPNS dapat mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah dipelajari 

selama on campus yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, 

nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 

Sesuai Permenpan RB No. 4 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, 

untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Dalam mengerjakan tugas-tugasnya, seorang perencana harus memiliki  

kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan. 

Kemampuan teknis yang dimaksud adalah untuk menyiapkan, mengkaji, merumuskan 

kebijakan dan menyusun rencana pembangunan.  

Sebagai pejabat fungsional, perencana pemerintah dituntut untuk bekerja lebih 

produktif. Tingkat produktivitas akan diukur oleh besar kecilnya angka kredit yang 

dikumpulkan, dan besarnya angka kredit ini didasarkan atas kegiatan perencanaan yang 

dilakukannya yang disusun dalam dokumen laporan. Penilaian Angka Kredit dilakukan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Perencana harus bisa menyusun dokumen 

dengan baik agar mendapat nilai yang memenuhi batas minimum angka kredit dan 

memungkinkan perencana untuk bisa naik ke jenjang jabatan berikutnya. 

Pembinaan dan pengembangan JFP dilakukan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan (PPN)/ Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku 

Instansi Pembina JFP. Unit kerja pelaksananya yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan dan 

Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas yang bertugas dalam Pembinaan Profesi. 

Namun pembinaan JFP tidak bisa dilakukan secara menyeluruh oleh Pusbindiklatren, 

tetapi harus dilakukan juga Pembinaan Teknis. Dalam hal ini, Biro Perencana dan 

Keuangan BPOM berperan sebagai Pembina Teknis untuk JFP di Lingkungan BPOM. 

Sedangkan, Pembinaan Administrasi dilakukan oleh unit kepegawaian yaitu Biro SDM. 
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Adanya kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi di Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hal tersebut berimplikasi terhadap menurunnya 

jumlah jabatan struktural dan meningkatnya jumlah dan kualifikasi Jabatan Fungsional di 

BPOM. Hal ini berdampak juga dengan penambahan jumlah JFP di BPOM yang 

pengangkatannya berasal dari pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian 

jabatan, maupun promosi. Saat ini Badan POM telah memiliki 3 orang JFP Ahli Madya, 

14 orang JFP Ahli Muda, 38 orang JFP Ahli Pertama dan 5 orang Analis Perencana. 

Sebanyak 26 orang baru dilantik menjadi JFP ahli pertama di Tahun 2020 dan sebanyak 

9 orang yang dilantik menjadi JFP Ahli Muda dan Ahli Madya melalui mekanisme 

perpindahan jabatan, yang sebelumnya menempati jabatan struktural. 

Dengan bertambahnya jumlah JFP di BPOM dengan latar belakang pengalaman 

dan penempatan unit kerja yang beragam, tentunya membutuhkan suatu tata kerja yang 

seragam untuk menjadi pedoman JFP dalam bekerja di Lingkungan BPOM. Pedoman 

Tata Kerja JFP harus segera disusun, agar menyamakan persepsi pelaksanaan peraturan 

tentang JFP dan Angka Kreditnya di Lingkungan BPOM. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka gagasan pemecahan isu yang diangkat dalam laporan aktualisasi ini adalah 

“Infografis Untuk Penyusunan Rancangan Tata Kerja Jabatan  Fungsional 

Perencana (JFP) di Lingkungan BPOM” 

 

1.2. Tujuan 

 Tujuan dari penulisan laporan ini yaitu: 

1. Sebagai persyaratan lulus dari Latihan Dasar CPNS Golongan III 

2. Mengaplikasikan nilai-nilai ANEKA sebagai Analis Perencana di Biro Perencanaan 

dan Keuangan . 

3. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN 

sesuai dengan kebutuhan instansi.   

1.3. Deskripsi Organisasi 

1.3.1. Gambaran Umum Unit Kerja 

 Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan 

signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat 

kesehatan. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) 

yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-

produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya 



3 
 

baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki 

jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki 

kredibilitas profesional yang tinggi. 

 Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan: 

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan. 

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi: 

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM 

menyelenggarakan fungsi : 

1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; 

4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar; 

5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah; 

6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; 

9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM; 

10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan 

11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan BPOM. 

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk 
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menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. 

3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan 

Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ 

manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. 

 

1.3.2. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi 

Sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 9 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan 2020-2024, Visi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 adalah: 

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” 

Penjelasan Visi yaitu proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus 

melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel 

serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. 

Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan : 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia. 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai 

luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh 

anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu: 
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1. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi. 

2. Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas 

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 

4. Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

5. Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 

6. Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 

 

1.3.3. Tupoksi dan Uraian Tugas 

 Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit organisasi eselon II yang 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi 

bahan substansi strategis pimpinan. 

 Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BPOM, dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

a. Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana 

strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM; 

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; 

c. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 

d. Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja 

organisasi di lingkungan BPOM; 

e. Penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan; 

f. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan 

pelaporan keuangan; 

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 
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1.3.4. Struktur Organisasi 

 Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1  di bawah ini, 

secara garis besar unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sekretariat 

Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (Bidang Pengawasan Obat 

dan NAPPZA, Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik, dan Bidang Pengawasan Pangan Olahan), Deputi Bidang Penindakan, unit 

penunjang teknis (pusat-pusat), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM 

  

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 Laporan aktualisasi ini berfokus pada penjabaran dari rangkaian kegiatan yang telah 

dirancang penulis dan atas bimbingan serta persetujuan mentor dan coach di Biro 

Perencanaan dan Keuanagn BPOM, meliputi kegiatan: 

1. Mempelajari peraturan-peraturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan 

literatur dari Pusbindiklatren Bappenas  

2. Menyusun draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan 

BPOM 
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3. Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis untuk penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan BPOM. 

4. Memperbaiki draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM. 

5. Menginformasikan dan mengevaluasi  draft infografis untuk penyusunan rancangan 

tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. 

6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. 
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BAB II  

NILAI-NILAI DASAR PNS 

Mata pelatihan yang didapat oleh penulis selama menjalankan Pelatihan Dasar 

CPNS, yaitu nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, 

Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.  Adapun inti penjelasan terkait nilai-

nilai ANEKA adalah sebagai berikut: 

2.1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk 

memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik berdasarkan 

Bovens (2007) memiliki tiga fungsi utama, diantaranya untuk menyediakan kontrol 

demokratis (peran demokratis), untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 

(peran konstitusional), dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.  

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal 

(pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horisontal 

(pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Akuntabilitas juga memiliki 5 tingkatan 

yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, 

akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. 

1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) 

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti 

kejujuran, integritas, moral, dan etika.  

2. Akuntabilitas Individu 

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan 

kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 

3. Akuntabilitas Kelompok 

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan 

semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah 

institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang 

diharapkan. 

4. Akuntabilitas Organisasi 
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Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, 

baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun 

kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. 

5. Akuntabilitas Stakeholder 

Akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk 

mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat. 

Terdapat 5 (lima) aspek penting di dalam Akuntabilitas yakni: 

1. Accountability is a relationship, akuntabilitas adalah sebuah hubungan  

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/ 

institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggungjawab 

memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi 

bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. 

2. Accountability is results-oriented, akuntabilitas berorientasi pada hasil 

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang 

bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 

3. Accountability requiers reporting, laporan kinerja adalah perwujudan dari 

akuntabilitas  

Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan 

dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu 

memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 

4. Accountability is meaningless without consequences, akuntabilitas memerlukan 

konsekuensi 

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan 

tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa 

penghargaan atau sanksi. 

5. Accountability improves performance , akuntabilitas memperbaiki kinerja 

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Mekanisme akuntabilitas yang ada dalam birokrasi di Indonesia adalah: 

1. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D), 
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dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D), Rencana Strategis (Renstra) untuk 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk setiap PNS. 

2. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 

2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk 

tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. 

Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

3. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, 

pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. 

2.2. Nasionalisme 

 Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional 

yang mengandung citacita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut 

kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk 

membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, 

sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini sering 

disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang 

rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa 

lain. 

 Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia 

Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. 

Prinsip  nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar 

bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; 

menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai 

bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui 

persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama 

bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap 

tenggang rasa. 

  Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Diharapkan 

dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir 
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mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. ASN adalah aparat pelaksana 

(eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi 

landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sector pemerintahan. 

 Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit 

disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan 

kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas asas dalam 

penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas 

persatuan dan kesatuan. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai: 

a. Bersikap netral dan adil. 

b. Netral dan adil dalam pemilu dan picada. 

c. Mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat 

kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 

d. Menjadi tokoh dan panutan masyarakat. 

  

2.3. Etika Publik 

 Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus 

dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu 

pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika 

Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, 

benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam 

rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik 

ASN adalah  

1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; 

2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;  

3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;  

4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang 

sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 

pemerintahan; 

6. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;  

7. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, 

dan efisien; 
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8. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;  

9. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang 

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 

10. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan 

jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri 

atau untuk orang lain;  

11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;  

12. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai 

ASN 

Sedangkan Nilai dasar ASN terdiri dari: 

1. memegang teguh ideologi Pancasila;  

2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta pemerintahan yang sah;  

3. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;  

4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;  

5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;  

6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;  

7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;  

8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;  

9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;  

10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, 

berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 

11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;  

12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 

13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 

14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;  

15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat 

sistem karier. 

Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan 

leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode 

etik Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah, Pertama, berubah dari 

penguasa menjadi pelayan; Kedua, berubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’; Ketiga, 
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menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah, yang harus dipertanggung jawabkan 

bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. 

2.4. Komitmen Mutu 

Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, 

inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar 

komitmen mutu yang harus diperhatikan: 

1. Efektif 

Efektif, berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan 

efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik 

menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya 

diukur dari performa untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan 

waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan 

terpenuhinya kebutuhan pelanggan 

2. Efisien 

Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana 

pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan 

sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang 

ke luar alur. 

Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka 

akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas 

institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian 

3. Inovasi 

Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga 

akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang 

diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan public yang berbeda dari 

sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin; 

4. Mutu 

Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan 

(customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui 

harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur 

capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan 

keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. 
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 Instansi pemerintah sebagai organisasi nonprofit merupakan lembaga yang 

menghasilkan jasa (services) bagi masyarakat sebagai konsumen atau pelanggannya. 

Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan senantiasa dikaitkan dengan aspek 

kebaruan (novelty) yang terjadi dalam layanan yang diberikan. Upaya peningkatan 

produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui 

banyak cara, misalnya: peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta 

pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur 

yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. 

2.5. Anti Korupsi 

 Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, 

kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena 

dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, 

keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam 

kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. 

 Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri 

sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara/perekonomian negara.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri 

dari: 

1. Kerugiankeuangan negara 

2. Suap-menyuap 

3. Pemerasan 

4. Perbuatan curang 

5. Penggelapan dalam jabatan 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 

7. Gratifikasi 

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat yang ditanamkan 

dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi yang 

diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan 

menghindarkan diri dari praktik-praktk korupsi. 

KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti 

korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi 

1. Jujur 



15 
 

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesamaan antara pengetahuan, 

perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan 

melakukan yang benar. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan 

serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat 

membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 

2. Disiplin 

Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk 

peraturan ataupun tata tertib yang berlaku. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan 

kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai 

pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan 

yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, 

negara maupun agama.  

4. Adil 

Adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu pihak. Adil juga 

berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasar 

golongan tertentu. 

5. Berani  

Berani adalah hati yang mantab, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi 

ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya ataupun kesulitan. Berani berarti 

tidak takut dan gentar.  

6. Peduli 

Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan atau menghiraukan orng lain, 

masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. 

7. Kerja keras 

Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, 

permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti 

pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. 

8. Mandiri 
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Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang 

lain. Mandiri juga berrati kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi 

dari masalah yang dihadapi. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan 

dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat. 

9. Sederhana 

Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya , 

tidak berlebihan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu 

pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena 

hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak- 

banyaknya. 
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BAB III  

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI 

 Manajemen ASN 

Untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

pengelolaan ASN diatur dalam Manajemen ASN.Manajemen ASN lebih menekankan 

kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya 

ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.  

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk 

pegawai secara nasional. 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai 

dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. 

Manajemen ASN terdiri dari manjemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen 

PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 

pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan 

tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan 

perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian 

kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, 

disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. 

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat 

menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan 

status sebagai PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN 

Republik Indonesia. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: 
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menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa 

korps ASN sebagai pemersatu bangsa. 

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam 

Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN 

diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah. 

Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas 

dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik 

dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi 

kepada masyarakat maupun jaminan obyektifitas dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga 

instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai 

visi dan misinya. 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari 

pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang 

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari 

pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan 

persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas 

yang dibebankan kepadanya. 

 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan 

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara 

pelayanan public. Unsur kedua yaitu penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, 

masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Unsur terakhir adalah kepuasan yang 

diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). 

Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: 

1. Partisipatif.  

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah 

perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

hasilnya. 
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2. Transparan  

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui 

segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, 

seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi 

akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan 

apabila mereka merasa tidak puas dengan; pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah; 

3. Responsif 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan 

memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk 

dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan 

mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya 

penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib 

mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai 

agen;  

4. Tidak diskriminatif 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara 

satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas 

warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, enisitas, agama, profesi, jenis 

kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. 

5. Mudah dan Murah  

Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai 

persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan 

harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan 

tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh 

seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan 

melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi;  

6. Efektif dan Efisien 

Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-

tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut 
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dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang 

murah. 

7. Aksesibel 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh 

warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan 

kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.) dan dapat 

dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 

8. Akuntabel 

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan 

sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka 

bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat 

dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di 

sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih 

tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan 

secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun 

elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai 

social accountability. 

9. Berkeadilan  

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki 

berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari 

praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu 

penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi 

kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah 

ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. 

 

  Whole of Government 

Whole of Government (WOG) adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan 

yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam 

ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan pembangunan 

kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal 

sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah 

kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. 
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Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan 

tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, 

adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan 

integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya 

fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi 

antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, 

keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang 

lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa. 

Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, yakni: 1) Penguatan 

koordinasi antar Lembaga; 2) Membentuk lembaga koordinasi khusus; 3) Membentuk 

gugus tugas; dan 4) Koalisi social. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan 

penerapan WoG yaitu : 

1. Kapasitas SDM dan institusi 

Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WoG tidaklah sama. Perbedaan 

kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WoG, misalnya, mendorong 

terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan 

kualifikasi yang berbeda. 

2. Nilai dan budaya organisasi 

Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi 

kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan 

3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WoG. 

Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi 

perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai 

tujuan yang diharapkan. 
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BAB IV  

AKTUALISASI 

4.1.  Rancangan Aktualisasi 

4.1.1. Identifikasi Isu 

Rancangan aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu yang muncul pada 

unir kerja tempat aktualisasi penulis, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM. Biro 

Perencana dan Keuangan BPOM berperan sebagai Pembina Teknis untuk JFP di 

Lingkungan BPOM. Sedangkan, Pembinaan Administrasi dilakukan oleh unit 

kepegawaian yaitu Biro SDM. 

Berdasarkan pengamatan penulis selama bekerja di Biro Perencanaan dan Keuangan 

BPOM, ditemukan beberapa isu yang yaitu sebagai berikut: 

1. Belum adanya kesamaan persepsi untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM, sehingga belum ada acuan teknis bagi JFP maupun pemangku 

kepentingan lainnya untuk menyusun pelaksanaan tata kerja JFP di BPOM . 

2. Belum adanya pelaksanaan forum komunikasi antar JFP di Lingkungan BPOM, 

sehingga antar perencana belum pernah berdiskusi secara langsung untuk berbagi ilmu 

dan pengalaman dalam mengerjakan tugas di BPOM. 

3. Belum adanya pelaksanaan pelatihan business writing untuk JFP di BPOM untuk 

meningkatkan kemampuan menulis laporan atau dokumen perencanaan lainnya menjadi 

lebih baik dan efektif. 

4. Belum adanya system penyimpanan data dan informasi  untuk JFP di BPOM, sehingga 

ada kesulitan bagi perencana untuk mencari referensi laporan ataupun dokumen 

perencanaan. 

4.1.2. Isu yang Diangkat 

Dalam menetapkan isu, penulis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, 

Growth). Isu yang diangkat dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah Belum adanya 

kesamaan persepsi untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM, 

sehingga belum ada acuan teknis bagi JFP maupun pemangku kepentingan lainnya untuk 

menyusun pelaksanaan tata kerja JFP di BPOM. 

4.1.3. Kegiatan Penyelesaian Isu 

Output Kegiatan aktualisasi yang disusun merupakan upaya penyelesaian isu yang 

ada di unit kerja penulis. Bentuk kegiatannya Pembuatan infografis untuk penyusunan 
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rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. Adapun tahapan kegiatannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Mempelari peraturan-peraturan mengenai Jabatan 

Fungsional Perencana (JFP) dan literatur dari 

Pusbindiklatren Bappenas 

16-22 Agustus 2021 

2 Menyusun draft infografis untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM 

23 Agustus – 01 September 

2021 

3 Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis 

untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM. 

02 September 2021 

4 Memperbaiki draft infografis untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. 
03-14 September 2021 

5 Menginformasikan dan mengevaluasi  draft 

infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan BPOM kepada: 

1.Perwakilan Perencana di Biro Perencanaan dan 

Keuangan  

2.Perwakilan Perencana dari Unit Kerja dan/atau 

Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

15-17 September 2021 

6 Menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. 13-22 September 2021 

4.1.4. Strategi Penyelesaian Isu 

Ada tiga pihak yang memiliki peran dalam mendukung pencapaian aktualisasi, yakni 

coach, mentor dan penyelenggara latihan dasar. Coach melakukan pemantauan dalam 

proses aktualisasi nilai-nilai dasar PNS mulai dari tahap perancangan hingga dilakukan 

aktualisasai. Mentor memiliki peran dalam membimbing kegiatan aktualisasi peserta 

Latsar di tempat aktualisasi. Sementara penyelenggara diklat berpran dalam menyediakan 

dan memastikan proses aktualisasi berjalan dengan lancar. 

1. Pembimbingan Mentor 

Mentor bertugas 

• Menyepakati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

• Menjelaskan batas akhir penyelesaian kegiatan aktualisasi 
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• Memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan 

aktualisasi 

• Memberikan bimbingan kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi 

• Sebagai inspirator bagi peserta dalam melaksanakan pekerjaan 

• Menyetujui keabsahan pelaksanaan kegiatan 

2. Pembimbingan Coach 

Coach bertugas 

• Mencerahkan tentang konsep dan aplikasi nilai-nilai dasar profesi PNS 

• Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

• Memberikan feedback terhadap laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

• Sebagai counsellor pada saat mengalami lack of motivation  selama masa 

aktualisasi 

• Berkomunikasi dengan mentor untuk memantau kelancaran melaksanakan 

aktualisasi 

3. Penyelenggara 

Penyelenggara bertugas 

• Memastikan pembimbing dan mentor bekerja membimbing; 

• Mempersiapkan format-format pelaporan kegiatan aktualisasi 

• Menyediakan informasi tentang jadwal pelaksanaan seminar aktualisasi 

• Mengumpulkan laporan aktualisasi 

4.2. Capaian Aktualisasi  

4.2.1. Deskripsi core isu dan strategi penyelesaian dengan persetujuan atasan 

Sesuai dengan rancangan aktualisasi yang disetujui mentor dan pembimbing, ada 6 

jenis kegiatan/agenda aktualisasi yang dilaksanakan penulis di unit aktualisasi. 

Kegiatan Pertama 

Mempelajari peraturan peraturan-peraturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana 

(JFP) dan literatur dari Pusbindiklatren Bappenas. 

Tabel 4.2 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Pertama 

Kegiatan I Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Mempelajari peraturan 

peraturan-peraturan 

mengenai Jabatan 

1. Rangkuman mengenai 

peraturan Jabatan 

Pemahaman dan adanya 

ringkasan tentang 

peraturan-peraturan 
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Kegiatan I Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Fungsional Perencana (JFP) 

dan literatur dari 

Pusbindiklatren Bappenas 

Fungsional Perencana 

(JFP) . 

2. Rangkuman mengenai 

Jabatan Fungsional 

Perencana (JFP)  dari 

literatur Pusbindiklatren 

Bappenas 

mengenai Jabatan 

Fungsional Perencana (JFP) 

dan literatur dari 

Pusbindiklatren Bappenas 

 

Kegiatan Kedua 

Menyusun draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan 

BPOM 

Tabel 4.3 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Kedua 

Kegiatan II Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Menyusun draft infografis 

untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM 

1. Draft tulisan berupa file 

Microsoft Word. 

2. Draft table, diagram dan 

infografis lainnya 

berupa gambar ataupun 

file Microsoft Excell. 

Adanya soft file draft 

tulisan dan draft infografis 

 

Kegiatan Ketiga 

Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan BPOM. 

Tabel 4.4 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Ketiga 

Kegiatan III Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Berdiskusi dengan mentor 

terkait draft infografis 

untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM. 

1. Membuat janji dengan 

mentor untuk 

mendiskusikan draft. 

2. Konsultasi dengan 

mentor terkait draft. 

3. Mencatat feedback/hasil 

konsultasi bersama 

Adanya bukti konsultasi 

dan notulensi diskusi 
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mentor melalui 

notulensi 

 

Kegiatan Keempat 

Memperbaiki draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan 

BPOM. 

Tabel 4.5 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Keempat 

Kegiatan IV Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Memperbaiki draft 

infografis untuk 

penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan 

BPOM. 

1. Checklist catatan 

perbaikan dari mentor. 

2. Draft infografis untuk 

penyusunan rancangan 

tata kerja untuk JFP di 

Lingkungan BPOM yang 

sudah diperbaiki 

File berisi revisi draft 

infografis. 

Kegiatan Kelima 

Menginformasikan dan mengevaluasi  draft infografis untuk penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan BPOM kepada: 

1.Perwakilan Perencana di Biro Perencanaan dan Keuangan  

2.Perwakilan Perencana dari Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Tabel 4.6 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Kelima 

Kegiatan V Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Menginformasikan dan 

mengevaluasi  draft 

infografis untuk 

penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan 

BPOM kepada: 

1. Perwakilan Perencana di 

Biro Perencanaan dan 

Keuangan  

1. Surat persetujuan dari 

atasan dan/atau surat 

undangan pertemuan. 

2. Notulensi pertemuan 

dengan perencana. 

3. Google form testimoni. 

 

Adanya notulensi 

pertemuan dengan 

perwakilan perencana. 
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2. Perwakilan Perencana 

dari Unit Kerja dan/atau 

Unit Pelaksana Teknis 

(UPT). 

 

Kegiatan Keenam 

Menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. 

Tabel 4.6 Agenda & Indikator Capaian Aktualisasi Kegiatan Keenam 

Kegiatan VI Output/Hasil Kegiatan 
Indikator/Kriteria 

Keberhasilan Capaian 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan aktualisasi. 

1. Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan aktualisasi. 

2. Menyusun paparan 

untuk seminar 

aktualisasi. 

Laporan dan paparan hasil 

pelaksanaan aktualisasi 

 

4.2.2. Pelaksanaan aktualisasi berdasarkan kegiatan penyelesaian masalah 

Kegiatan 1 

a. Jenis dan Tahapan Kegiatan 

Pada kegiatan pertama, penulis mempelajari Permenpan RB No.4 Tahun 2020 

tentang Jabatan Fungsional Perencana, Peraturan BKN No. 20 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana , Panduan 

Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP, Bappenas dan Majalah 

Simpul Perencana Volume 37 Oktober 2020, Bappenas 

b. Output Hasil Kegiatan 

Melalui tahapan ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas akan dihasilkan sebuah 

output berupa catatan mengenai Permenpan RB No.4 Tahun 2020 tentang Jabatan 

Fungsional Perencana, Peraturan BKN No. 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana , Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan 

dan Pelaksanaan JFP, Bappenas dan Majalah Simpul Perencana Volume 37 Oktober 2020, 

Bappenas. 

c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut, 

• Akuntabilitas  
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Menjamin tindakan yang bertanggung jawab dalam pembuatan aktualisasi karena 

tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. 

• Komitmen Mutu 

Komitmen mutu akan  menghasilkan data dan informasi yang berkualitas dan dapat 

dipercaya untuk dijadikan dasar pembuatan rancangan aktualisasi. 

d. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BPOM yaitu Profesional, Kredibilitas, dan Inovatif. 

Kegiatan 2 

a. Jenis dan Tahap Kegiatan 

Kegiatan kedua adalah menyusun draft infografis untuk penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan BPOM 

b. Output Hasil Kegiatan 

Kegiatan kedua ini menghasilkan output berupa Draft tulisan berupa file Microsoft 

Word dan Draft table, diagram dan infografis lainnya berupa gambar ataupun file 

Microsoft Excel. 

c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut 

• Akuntabilitas  

Bertanggungjawab dalam melaksankan tugas  

• Nasionalisme  

Menghargai pendapat saat sedang melakukan diskusi. 

• Komitmen Mutu  

Dalam pembuatan desain infografis dibutuhkan kreativitas dan berorientasi pada 

mutu pada desain infografis. 

d. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 
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mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BPOM Profesional, Integritas, dan Inovatif. 

Kegiatan 3 

a. Jenis dan Tahap Kegiatan 

Kegiatan ketiga adalah Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis untuk 

penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan masukan-masukan dari atasan dan mentor untuk perbaikan. 

b. Output Hasil Kegiatan 

Kegiatan ini menghasilkan Screenshot chat WA, Screenshot zoom meeting / call 

history ataupun dokumentasi berupa foto dan Notulensi perbaikan draft. 

c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut: 

• Akuntabilitas  

Bertanggungjawab atas draft infografis yang telah dibuat 

• Komitmen Mutu 

Hasil evaluasi yang diberikan mentor untuk peningkatan kualitas infografis 

• Nasionalisme 

Menghargai pendapat saat sedang melakukan diskusi dan mendengarkan kritik dan 

saran yang diberikan oleh orang lain. 

d. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BPOM yaitu Profesional, Kerjasama Tim, dan Integritas. 
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Kegiatan 4 

a. Jenis dan Tahap Kegiatan 

Kegiatan keempat adalah memperbaiki draft infografis untuk penyusunan rancangan 

tata kerja JFP di Lingkungan BPOM.. 

b. Output Hasil Kegiatan 

Output dari kegiatan ini adalah Checklist catatan perbaikan dari mentor dan Draft 

infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja untuk JFP di Lingkungan BPOM yang 

sudah diperbaiki.. 

c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut: 

• Akuntabilitas  

Menlakukan revisi sesuai arahan mentor dengan bertanggungjawab 

• Komitmen Mutu 

Revisi dilakukan untuk memperbaiki kualitas infografis. 

d. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BPOM yaitu Profesional, Kredibilitas, dan Integritas. 

Kegiatan 5 

a. Jenis dan Tahap Kegiatan 

Kegiatan yang kelima adalah Menginformasikan dan mengevaluasi  draft infografis 

untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM kepada: 

1. Perwakilan Perencana di Biro Perencanaan dan Keuangan  

2. Perwakilan Perencana dari Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

b. Output Hasil Kegiatan 

Kegiatan kelima menghasilkan output berupa Surat persetujuan dari atasan dan/atau 

surat undangan pertemuan, Notulensi pertemuan dengan perencana dan Google form 

testimoni. 
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c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut: 

• Nasionalisme 

Menghargai pendapat saat sedang melakukan diskusi dan mendengarkan kritik dan 

saran yang diberikan oleh orang lain. 

• Akuntabilitas 

Bertanggungjawab atas karya yang dibuat yaitu infografis. 

• Etika Publik 

Diskusi ini memenuhi nilai cepat, tanggap, dan responsive. 

d. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BKN yaitu Profesional, Responsif, dan Kerjasama Tim . 

Kegiatan 6 

a. Jenis dan Tahap Kegiatan 

Kegiatan yang keenam adalah menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi.. 

b. Output Hasil Kegiatan 

Kegiatan keenam menghasilkan output berupa Laporan hasil aktualisasi berupa file 

Microsoft Word/PDF dan Paparan untuk seminar aktualisasi berupa PDF.. 

c. Nilai-nilai Dasar 

Adapun nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan ini sebagai berikut: 

• Akuntabilitas 

Bertanggungjawab atas isi dari laporan hasil aktualisasi dan paparannnya 

• Komitmen Mutu 

Laporan dan paparan dibuat dengan memperhatikan mutu agar bermanfaat bagi 

pembaca. 

d. Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi untuk mewujudkan pencapaian misi 

BPOM nomor 1 yaitu “Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka 

peningkatan kualitas manusia Indonesia”. 

e. Penguatan Nilai-nilai Aktualisasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai 

BKN yaitu Profesional, Integritas, dan Kredibilitas.. 
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4.3.  Kendala dan Hambatan 

Dalam pelaksanaan aktualisasi di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 

terdapat beberapa kendala yang ditemui yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi bekerja yang harus WFH akibat PPKM dan banyaknya rapat daring, sehingga sulit 

mencari waktu untuk berkonsulttasi. 

2. Mencari inspirasi desain, menyusun gambar, dan tulisan infografis cukup memakan waktu 

dan harus beradaptasi dengan aplikasi canva. 

4.4. Analisa Dampak 

Laporan kegiatan Aktualisasi ini dilakukan dengan akuntabel, profesional, dan menerapkan 

nilai-nilai ANEKA seperti yang sudah diajarkan selama Pelatihan Dasar CPNS. Selanjutnya nilai-

nilai tersebut harus diterapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam unit kerja. 

Penulis diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA tersebut pada unit kerja. Selain 

itu, penulis harus mampu berkontribusi positif bagi unit kerja. 

Jika ditinjau dari pentingnya penyelesaian isu, dampak yang diharapkan dalam kegiatan 

aktualisasi ini adalah: 

1. Dampak terhadap individu 

Penyusunan infografis untuk penyusunan rancanagn tata kerja JFP di Lingkungan BPOM 

memiliki kelebihan untuk memudahkan perencana dalam membaca ringkas dan memahami 

peraturan-peraturan dan tata kerja Jabatan Fungsional Perencana. 

2. Dampak terhadap unit kerja 

Penulis melakukan kegiatan aktualisasi untuk memudahkan unit kerja dalam menyusun 

pedoman tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. Infografis telah memuat ide pokok dan 

rangkuman peraturan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah buku Pedoman. 

3. Dampak terhadap organisasi 

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis nantinya juga berdampak positif pada 

organisasi yang sejalan tugas dan fungsi BPOM serta visi dan misi BPOM. Dalam jangka 

panjang, diharapkan akan adanya kesamaan persepsi pelaksanaan peraturan tentang JFP 

dan Angka Kreditnya di Lingkungan BPOM. 

4.5.Role Model 

Bagi penulis, sosok atau figur yang menjadi teladan dan inspirasi selama proses aktualisasi 

di Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM adalah Ibu Sartini, S.E, M.E selaku Subkoordinator 

Kelompok Substansi Perencanaan Strategis sekaligus selaku mentor aktualisasi penulis. 

Pengabdiannya ditunjukkan melalui semangat dalam menyelesaikan pekerjaan di unit dan 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses aktualisasi. Semangat beliau dalam 

bekerja serta pribadi yang ramah membuat penulis semangat dalam menyelesaikan aktualisasi. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan di Biro Perencanaan dan 

Keuangan BPOM, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan aktualisasi di Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dilakukan dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi), dimana nilai-nilai tersebut 

digunakan sebagai landasan CPNS dalam menjalankan perannya sebagai ASN. 

2. Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan ini mengangkat isu: Belum adanya kesamaan 

persepsi untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM, sehingga 

belum ada acuan teknis bagi JFP maupun pemangku kepentingan lainnya untuk 

menyusun pelaksanaan tata kerja JFP di BPOM. Kegiatan aktualisasi untuk 

menyelesaikan isu yang dipilih adalah adalah “Pembuatan infografis untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM”  

3. Setelah infografis ini dibuat, diharapkan infografis ini bisa dipakai untuk menjadi salah 

satu bahan acuan bagi pemegang kewenangan untuk menyusun tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM. Infografis ini juga dapat memudahkan Perencana dalam membaca 

aturan-aturan tata kerja JFP secara ringkas. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, dapat diberikan beberapa saran yaitu: 

1. Diperlukan kerjasama dari tim Biro Perencanaaan dan Keuangan untuk mengkaji dan 

menyusun pedoman tata kerja JFP agar bisa segera digunakan oleh Perencana di BPOM. 

2. Tim Pengelola Kinerja JFP agar segera dibentuk dan ditunjuk melalui SK Kepala BPOM. 

 

5.3.Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi “Pembuatan infografis untuk penyusunan 

rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM” dalam jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang sebagai berikut : 

a. Jangka Pendek  :  

− Menyusun infografis rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM . 
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− Melakukan sosialisasi kepada Perencana di lingkungan BPOM, meminta saran dan 

kritik untuk penyempurnaan infografis. 

− Memaparkan hasil aktualisasi kepada mentor, coach, dan penguji. 

b. Jangka Menengah : 

− Melakukan perbaikan infografis dengan mempertimbangkan saran dan kritik dari 

peserta sosialisasi, mentor, coach, dan penguji. 

− Menyusun infografis menjadi suatu buku saku pedoman elektronik. 

− Mengesahkan buku saku pedoman elektronik rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM dan membagikannya kepada seluruh Perencana di BPOM. 

c. Jangka Panjang : 

− Melakukan monitoring dan evaluasi, apakah buku saku pedoman elektronik ini 

membantu dan memudahkan perencana di lingkungan BPOM untuk lebih paham 

akan tugas dan tata kerjanya. 

− Menyusun Rancangan Kebijakan ataupun Dokumen Tata Kerja yang memuat 

peraturan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM yang lebih lengkap dan terperinci. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kegiatan I: Mempelari peraturan-peraturan mengenai Jabatan Fungsional 

Perencana (JFP) dan literatur dari Pusbindiklatren Bappenas. 

 

Ringkasan - Permenpan RB No.4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana 

• Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan 

di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 

• Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang 

untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. 

 

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 

• Jenjang Jabatan Fungsional Perencana: 

a. Perencana Ahli Pertama; 

b. Perencana Ahli Muda; 

c. Perencana Ahli Madya; dan 

d. Perencana Ahli Utama. 

 

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, 

DAN HASIL KERJA 

• Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan 

kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur 

dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan. 

• Uraian Kegiatan Tugas JFP digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. 

• Perolehan Angka Kredit sebagai berikut: 

a. Perencana yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka 

Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka 

Kredit setiap butir kegiatan; dan 

b. Perencana yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, 

Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka 

Kredit setiap butir kegiatan. 
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TIM PENILAI ANGKA KREDIT 

• Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan salah satunya oleh: Pejabat 

Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang 

ditunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat untuk Tim Penilai Unit Kerja 

pada Instansi Pusat; 

• Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit 

dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim 

Penilai Pusat. 

• Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggota; 

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. 

• Tim Penilai memiliki tugas: 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai; 

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; 

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; 

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; 

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; 

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan 

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam 

pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, 

mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan 

 

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN 

• Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Perencana dapat melaksanakan kegiatan penunjang, 

meliputi: 

a. pengajar/pelatih di bidang Perencanaan Pembangunan; 

b. keanggotan dalam tim penilai/tim uji kompetensi; 

c. perolehan penghargaan tanda jasa di bidang Perencanaan Pembangunan; 

d. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana; atau 

e. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. 

• Kenaikan pangkat Perencana, dapat dipertimbangkan apabila: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
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b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi; 

c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

dan 

d. memperoleh Hasil Kerja Minimal setiap periode 

• Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau 

jenjang Jabatan Fungsional Perencana, untuk: 

a. Perencana dengan pendidikan sarjana atau diploma empat: 

 

 

 

b. Perencana dengan pendidikan magister: 

 

c. Perencana dengan pendidikan doctor:. 

 

 

• Angka Kredit Kumulatif kegiatan penunjang paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari 

Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan diberikan untuk satu kali 

kenaikan pangkat. 

• Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi 

Angka Kredit yang ditetapkan, dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat 

dalam satu jenjang yang sedang diduduki. 

• Perencana yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus 
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uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan 

oleh Instansi Pembina. 

• Dalam hal untuk kenaikan jenjang, Perencana dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi yang meliputi: 

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perencana pembangunan; 

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan; 

c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan; 

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perencanaan pembangunan; 

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; atau 

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perencanaan 

pembangunan. 

• Bagi Perencana yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, wajib 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan 

profesi yang disyaratkan sebagai berikut: 

a. 6 (enam) bagi Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 

menjadi Perencana Ahli Madya; dan 

b. 12 (dua belas) bagi Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 

menjadi Perencana Ahli Utama. 

• Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk 

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat 

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. 

STANDAR KOMPETENSI 

• Kompetensi Perencana meliputi: 

a. kompetensi teknis; 

b. kompetensi manajerial; dan 

c. kompetensi sosial kultural. 

• Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perencana wajib diikutsertakan 

pelatihan, dalam bentuk: 

a. pelatihan fungsional; dan 

b. pelatihan teknis di bidang Perencanaan. 
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Ringkasan - Peraturan BKN No. 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana 

 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pengangkatan Pertama 

• Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan 

Jabatan Fungsional Perencana dari calon PNS. 

• CPNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam 

Jabatan Fungsional Perencana. 

• PNS paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana 

wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Perencana. 

• PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi Standar 

Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial 

kultural melalui Uji Kompetensi. 

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain 

• Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang 

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat 

yang Berwenang menetapkan Angka Kredit. 

• Perencana Ahli Utama dapat diangkat dari Pejabat Fungsional ahli utama lain melalui 

perpindahan dengan persyaratan. 

Pengangkatan melalui Promosi 

• Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Promosi, dilaksanakan dalam 

hal: 

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Perencana; atau 

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana satu tingkat lebih tinggi dalam satu 

kategori Jabatan Fungsional Perencana. 

 

PENILAIAN KINERJA 

• Penilaian Kinerja meliputi: 

a. SKP; 

b. Perilaku Kerja. 

• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

• Target kinerja terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja 
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tambahan berupa tugas tambahan. 

• Target Angka Kredit dan tugas tambahan) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, 

dan penilaian SKP. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. 

• Target Angka kredit bagi Perencana setiap tahun ditetapkan paling sedikit: 

a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perencana Ahli Pertama; 

b. 25 (dua puluh lima) untuk Perencana Ahli Muda; 

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Perencana Ahli Madya; dan 

d. 50 (lima puluh) untuk Perencana Ahli Utama. 

• Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional 

Perencana dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Perencana dilakukan oleh Tim Penilai, 

berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit. 

• Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka 

Kredit minimal setiap tahun. 

• PAK untuk kenaikan pangkat Perencana dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode 

kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada 

bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan 

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada 

bulan Juli tahun yang bersangkutan. 

 

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI 

• Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. mengundurkan diri dari jabatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan 

pengawas, dan jabatan pelaksana; atau 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

• Perencana yang diberhentikan karena alasan huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat 

kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan 

Fungsional Perencana. 
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• Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana dilakukan dengan 

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka 

Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencana selama diberhentikan
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Ringkasan  

Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Perencana, Bappenas. 

• Penilaian angka kredit bagi Perencana Utama dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang 

berkedudukan di Bappenas. Namun, apabila Tim Penilai Instansi, Propinsi, Kabupaten, 

dan Kota yang bersangkutan belum terbentuk, maka penilaian angka kredit bagi 

Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dapat dilakukan oleh Tim 

Penilai Pusat. 

• Tugas Bappenas dan Pusbindiklatran dalam hal penilaian angka kredit: 

1. Melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional Perencana dan 

pengadministrasian hasil penilaian tersebut.  

a. Menilai angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas 

dan instansi lain baik di pusat maupun di daerah. 

b. Menilai angka kredit bagi pejabat fungsional Perencana Pertama, Perencana 

Muda, dan Perencana Madya apabila di Institusi tempat Perencana tersebut 

bekerja, belum memiliki Tim Penilai.  

c. Menerbitkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit bagi peserta diklat 

fungsional penjenjangan perencana yang akan diangkat menjadi pejabat 

fungsional perencana.  

2. Melakukan pengadministrasian hasil penilaian Tim Penilai Pusat, melalui 

Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berada di Pusbindiklatren.  

3. Menyelenggarakan diklat teknis penilaian angka kredit Perencana bagi anggota 

Tim Penilai Angka Kredit, dan diklat administrasi penilaian angka kredit 

Perencana bagi anggota Sekretariat Tim Penilai.  

4. Memfasilitasi bimbingan teknis (Bimtek) penilaian angka kredit Perencana bagi 

anggota Tim Penilai Angka Kredit, dan bimtek administrasi penilaian angka 

kredit Perencana bagi anggota Sekretariat Tim Penilai. 

 

• Diklat fungsional penjenjangan perencana, terdiri dari: 

a. Diklat Fungsional Perencana Pertama bertujuan mewujudkan kompetensi minimal 

yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Pertama. 
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b. Diklat Fungsional Perencana Muda bertujuan mewujudkan kompetensi minimal 

yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Muda.  

c. Diklat Fungsional Perencana Madya bertujuan mewujudkan kompetensi minimal 

yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Madya, dan  

d. Diklat Fungsional Perencana Utama bertujuan mewujudkan kompetensi minimal 

yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Utama. 

• Untuk memperkaya kompetensi perencana, para Perencana dapat mengikuti diklat 

fungsional substantif perencana, diklat substantif ini juga dimungkinkan untuk 

memperoleh angka kredit. Diklat substantif ini dapat diselenggarakan oleh intistusi lain 

di luar Bappenas. Namun, untuk menjamin kesesuaian materi diklat dengan kebutuhan 

kompetensi dan tugas pokok/fungsi perencana, serta agar dapat diberikan angka kredit 

sesuai Kepmenpan No. 16/ M.PAN/ 03/2001, maka kurikulum diklat yang 

diselenggarakan oleh institusi di luar Bappenas perlu mendapatkan akreditasi dari 

Bappenas.  

• Pejabat fungsional perencana yang mengikuti diklat substantif yang kurikulumnya 

belum diakreditasi oleh bappenas, dapat diberikan angka kredit melalui mekanisme alih 

kredit dengan mempertimbangkan kandungan materi perencanaan, yang akan dievaluasi 

oleh Tim Penilai JFP. Untuk keperluan akreditasi dan alih kredit ini, Bappenas telah 

menerbitkan Pedoman Akreditasi Program dan Alih Kredit Diklat Fungsional Substantif 

Perencana sesuai KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.011/ M.PPN/02/2003, tentang 

Akreditasi dan Alih Program Pendidikan dan Pelatihan Substantif Perencana. 

• Untuk menjaga kualitas pelaksanaan JFP, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JFP 

akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren setiap tahun. Pada saat melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi ini, Pusbindiklaren akan meminta setiap instansi untuk 

memberikan masukan atau bahkan kritikan berupa:  

1) Data terakhir jumlah pejabat fungsional perencana  

2) masukan bagi penyempurnaan peraturan pelaksanaan JFP,  

3) evaluasi dampak pelaksanaan JFP terhadap pengembangan karir perencana dan 

produktivitas serta kualitas keluaran instansi yang bersangkutan. 

• Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khusus disediakan bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di 

kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, 
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unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, dan/atau 

unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. 

• Program Pelatihan (non gelar) : 

a. Pelatihan Substansif 

b. Magang Dalam Negeri 

c. Workshop Dalam Negeri 

d. Staff Enhancement  

e. Seminar/Konferensi/Workshop Internasional 

f. Academic Exchange 

• Program JFP: 

a. Pelatihan JFP Ahli Pertama 

b. Pelatihan JFP Ahli Muda 

c. Pelatihan JFP Ahli Madya 

d. Pelatihan JFP Ahli Utama 

 

Dokumentasi Kegiatan Minggu Pertama 

Dokumentasi saat membaca dan memahami peraturan terkait Jabatan Fungsional 

Perencana 
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Lampiran 2. Kegiatan II: Menyusun draft infografis untuk penyusunan rancangan 

tata kerja JFP di Lingkungan BPOM 
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Lampiran 3. Kegiatan III: Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis untuk 

penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM. 

Output Kegiatannya: 

1) Screenshot chat WA 

 

 

2) Screenshot dokumentasi berupa screenshot WA dikarenakan jadwal pekerjaan mentor dan 

penulis yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung maupun zoom meeting. 
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3) Notulensi perbaikan draft. 

Kamis, 2 September 2021 

Peserta Latsar : Efita Mey Lina, S.E 

Mentor: Sartini, S.E, M.E 

• Pada bagian Tugas Pokok , Unsur Kegiatan, dan Uraian Perencanaan: sertakan dasar 

peraturan nya pada infografis, yaitu: Permenpan RB No.4 Tahun 2020 tentang Jabatan 

Fungsional Perencana 

• Target angka kredit mohon dicek kembali untuk kenaikan pangkat dan jenjang, bedakan 

dengan target tahunan angka kredit. 

• Agar disampaikan siapa saja yang menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit dan syarat-

syaratnya.  
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Lampiran 4. Kegiatan IV: Memperbaiki draft infografis untuk penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan BPOM. 

Output Kegiatannya: 

      1. Checklist catatan perbaikan dari mentor  

No Catatan Perbaikan Sudah/Belum 

1 Pada bagian Tugas Pokok , Unsur Kegiatan, dan Uraian 

Perencanaan: sertakan dasar peraturan nya pada infografis, yaitu: 

Permenpan RB No.4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional 

Perencana 

Sudah 

2 Target angka kredit mohon dicek kembali untuk kenaikan 

pangkat dan jenjang, bedakan dengan target tahunan angka 

kredit. 

Sudah 

3 Agar disampaikan siapa saja yang menjadi anggota Tim Penilai 

Angka Kredit dan syarat-syaratnya. 

Sudah 

 

2. Draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja untuk JFP di Lingkungan 

BPOM yang sudah diperbaiki. 
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54 
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Lampiran 5. Kegiatan  V: Menginformasikan dan mengevaluasi  draft infografis untuk 

penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM kepada: 

1.Perwakilan Perencana di Biro Perencanaan dan Keuangan  

2.Perwakilan Perencana dari Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Output Kegiatan: 

1. Surat persetujuan dari atasan dan/atau surat undangan pertemuan 
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2. Notulensi Pertemuan  

 
I. NAMA 

KEGIATAN 

: Pembahasan Lanjutan Sharing Session Terkait Pengelolaan Jabatan 

Fungsional Perencana (JFP) di BPOM 

II DASAR 

KEGIATAN 

:  Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No 

KP.10.21.211.09.21.253  Tanggal  16 September 2021 

III TEMPAT : Zoom Meeting 

IV. WAKTU : Jumat (17 September 2021) : 13.30 WIB – 15.00 

V PESERTA : terlampir 

 

Notulensi 

• Kegiatan Sosialisasi Rancangan Infografis Tata Kerja Jabatan Fungsional Perencana di 

BPOM dilaksanakan dan dihadiri oleh 55 orang Perencana baik Perencana di Pusat 

maupun Perencana di UPT/daerah. 

• Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah sosialisasi infografis yang nantinya akan 

disusun menjadi suatu Buku Pedoman untuk tata kerja seluruh JFP di BPOM. 

• Acara dibuka oleh mentor yaitu Ibu Sartini, S.E, M.E dan penulis yang menyampaikan 

isi paparan. 

• Selama pertemuan, peserta aktif memberikan saran dan kritik untuk perbaikan infografis. 

Berikut rangkuman dari saran/kritik yang diberikan: 

1. Sebaiknya sebelum Latar Belakang,  dibuat daftar isi atau outline.  

2. Untuk tulisan yang memuat batas-batas waktu, agar dibuat lebih jelas dalam bentuk 

tabel atau gambar seperti gambar kalender lalu dicetak tebal. 

3. Pada uraian tugas, dimasukkan juga contoh pekerjaan di BPOM seperti apa. 

4. Format halaman lebih baik dibentuk landscape, agar lebih mudah dibaca di HP dan 

bisa dijadikan sebagai buku saku 

5. Jarak antar tulisan masih terlalu rapat, terlalu padat. 

6. Pemilihan warna agar dibuat lebih kontras dan terbaca 

7. Tidak perlu dimasukkan semua kata-katanya. Anggap seperti membuat PowerPoint, 

ambil yang penting-penting saja. Namun diberi petunjuk sumber nya dari peraturan 

yang mana, sehingga saat pembaca ingin mencari teks lengkapnya, sudah ada 

petunjuk acuan peraturannya. 

8. Bisa juga dimasukkan pembahasan terkait Tunjangan dan kelas jabatan untuk JFP 
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9. Bisa dimasukkan ke dalam subsite Biro Perencanaan dan Keuangan jika perlu 

dimasukkan ke dalam website BPOM – Perencana BPOM.  Infografis juga dapat 

dibagikan di media social agar dapat dibaca umum 

10. Ditambahkan pembahasan tentang Materi yang akan dipelajari atau diujikan dalam 

UKOM (bisa lihat kurikulum dari Bappenas) 

11. Ditambahkan Syarat dan batas usia untuk menduduki jabatan di setiap jenjang 

12. Menambahkan kalimat untuk mendorong minat pembaca/kalimat persuasive 

13. Bagian di proses penilaian angka kredit, dari apa sampai apa, dibuat diagram alur 

atau mind map 

14. Jika memungkinkan, bisa diberikan barcode untuk akses dalam materi, peraturan 

terkait, video, dan lain-lain 

 

Dokumentasi Pertemuan: 
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3. Google form testimoni. 

Daftar absensi peserta sekaligus testimoni terkait Infografis. 
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Lampiran 6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi 

1. Laporan hasil aktualisasi berupa file Microsoft Word/PDF. 

 

2. Paparan untuk seminar aktualisasi berupa PDF. 
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Lampiran 7. Dokumentasi Mentoring dan Coaching 

Dokumentasi Mentoring  
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Dokumentasi Coaching 
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Lampiran 8. Rancangan Aktualisasi 

RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI 

Nama : Efita Mey Lina 

NIP : 199205052020122001 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan, BPOM 

Identifikasi Isu : 1. Belum adanya kesamaan persepsi tata kerja JFP di lingkungan BPOM, sehingga belum ada acuan teknis bagi JFP maupun 

pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun pelaksanaan tata kerja JFP di BPOM. 

2. Belum pernah dilaksankan forum komunikasi antar JFP di Lingkungan BPOM, sehingga antar perencana belum pernah 

berdiskusi secara langsung untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengerjakan tugas di BPOM. 

3. Belum pernah diadakan pelatihan business writing untuk JFP di BPOM untuk meningkatkan kemampuan menulis laporan 

atau dokumen perencanaan lainnya menjadi lebih baik dan efektif. 

4. Belum adanya system penyimpanan data dan informasi untuk JFP di BPOM, sehingga ada kesulitan bagi perencana untuk 

mencari referensi laporan ataupun dokumen perencanaan. 

Isu yang Diangkat : Belum adanya kesamaan persepsi tata kerja JFP di lingkungan BPOM, sehingga belum ada acuan teknis bagi JFP maupun pemangku 

kepentingan lainnya untuk menyusun pelaksanaan tata kerja JFP di BPOM. 

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di Lingkungan BPOM 

 

N

o 
Kegiatan Tahap Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi Terhadap Visi-

Misi Organisasi 

Penguatan Nilai  

Organisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mempelari 

peraturan-peraturan 

mengenai Jabatan 

Fungsional 

Perencana (JFP) dan 

literatur dari 

Pusbindiklatren 

Bappenas 

1. Mengumpulkan informasi 

terkait peraturan Jabatan 

Fungsional Perencana 

(JFP) . 

2. Mengumpulkan informasi 

terkait Jabatan Fungsional 

Perencana (JFP)  dari 

literatur Pusbindiklatren 

Bappenas 

 

3. Rangkuman mengenai 

peraturan Jabatan 

Fungsional Perencana 

(JFP) . 

4. Rangkuman mengenai 

Jabatan Fungsional 

Perencana (JFP)  dari 

literatur 

Pusbindiklatren 

Bappenas 

 

1. Akuntabilitas 

(Tanggungjawab, 

sesuai peraturan) 

2. Komitmen mutu 

(Inovasi, kualitas) 

 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Kredibilitas, dan 

Inovatif. 
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2 Menyusun draft 

infografis untuk 

penyusunan 

rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan 

BPOM 

1. Membuat draft berupa 

tulisan yang berisikan 

aturan umum (tugas dan 

fungsi, pengangkatan, 

kenaikan pangkat, 

pemberhentian), target 

Angka Kredit, standar 

kompetensi per jenjang 

dll) 

2. Membuat draft berupa 

table, diagram, dan jenis 

infografis lainnya. 

1. Draft tulisan berupa 

file Microsoft Word. 

2. Draft table, diagram 

dan infografis lainnya 

berupa gambar ataupun 

file Microsoft Excell. 

1. Komitmen mutu 

(kualitas) 

2. Nasionalisme (sila 

ke-4 pancasila yaitu 

musyawarah) 

3. Akuntabilitas 

(tanggungjawab) 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Integritas, dan 

Inovatif. 

3 Berdiskusi dengan 

mentor terkait draft 

infografis untuk 

penyusunan 

rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan 

BPOM. 

1. Membuat janji dengan 

mentor untuk 

mendiskusikan draft. 

2. Konsultasi dengan 

mentor terkait draft. 

3. Mencatat feedback/hasil 

konsultasi bersama 

mentor melalui notulensi 

1. Screenshot chat WA  

2. Screenshot zoom 

meeting / call history 

ataupun dokumentasi 

berupa foto. 

3. Notulensi perbaikan 

draft. 

1. Akuntabilitas 

(tanggung jawab) 

2. Komitmen mutu 

(evaluasi yang 

diberikan mentor 

untuk peningkatan 

kualitas) 

3. Nasionalisme (sila 

ke-4 pancasila yaitu 

musyawarah) 

 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Kerjasama Tim, 

dan Integritas. 

4 Memperbaiki draft 

infografis untuk 

penyusunan 

rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan 

BPOM. 

1. Membuat perbaikan draf 

infografis untuk 

penyusunan rancangan 

tata kerja untuk JFP di 

Lingkungan BPOM. 

2. Membuat dan mengisi 

checklist dari notulensi  

perbaikan mentor untuk 

1. Checklist catatan 

perbaikan dari mentor. 

2. Draft infografis untuk 

penyusunan rancangan 

tata kerja untuk JFP di 

Lingkungan BPOM 

yang sudah diperbaiki. 

1. Akuntabilitas 

(tanggung jawab) 

2. Komitmen mutu 

(kualitas) 

 

 

 

 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Kredibilitas, dan 

Integritas. 
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memastikan seluruh 

arahan dari mentor 

terakomodir. 

3. Menggabungkan seluruh 

draft tulisan, table, dan 

gambar menjadi satu 

kesatuan draft file 

infografis berupa pdf dan 

ataupun video.  

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

5 Menginformasikan 

dan mengevaluasi  

draft infografis untuk 

penyusunan 

rancangan tata kerja 

JFP di Lingkungan 

BPOM kepada: 

1.Perwakilan 

Perencana di Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan  

2.Perwakilan 

Perencana dari Unit 

Kerja dan/atau Unit 

Pelaksana Teknis 

(UPT). 

1. Meminta persetujuan 

kepada atasan untuk 

membagikan draft 

infografis untuk 

penyusunan rancangan 

tata kerja untuk JFP di 

Lingkungan BPOM. 

2. Membuat pertemuan 

dengan Perencana di Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan dan 

Perwakilan Perencana 

dari Unit Kerja dan/atau 

UPT. 

3. Membuat google form 

dan meminta testimoni 

dari perencana yang 

mengikuti pertemuan. 

 

1. Surat persetujuan dari 

atasan dan/atau surat 

undangan pertemuan. 

2. Notulensi pertemuan 

dengan perencana. 

3. Google form testimoni. 

 

1. Nasionalisme (sila 

ke-4 pancasila yaitu 

musyawarah) 

2. Akuntabilitas 

(tanggung jawab) 

3. Etika Publik: 

(memenuhi nilai 

cepat, tanggap, 

responsive) 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Responsif, dan 

Kerjasama Tim . 
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6 Menyusun laporan 

hasil pelaksanaan 

aktualisasi. 

1. Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan aktualisasi. 

2. Menyusun paparan untuk 

seminar aktualisasi. 

1. Laporan hasil 

aktualisasi berupa file 

Microsoft Word/PDF. 

2. Paparan untuk seminar 

aktualisasi berupa 

PDF. 

1. Akuntabilitas 

(tanggung jawab) 

2. Komitmen mutu 

(kualitas) 

Kegiatan ini berkontribusi 

pada Visi BPOM dan Misi 

BPOM nomor 1 yaitu 

“Membangun SDM unggul 

terkait Obat dan Makanan 

dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh 

komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia”. 

Kegiatan ini 

menunjukkan 

nilai-nilai 

Profesional, 

Integritas, dan 

Kredibilitas. 

 

 

 

TIMELINE KEGIATAN 

 

No Kegiatan 
Agustus September 

2 3 4 1 2 3 

1 
Mempelari peraturan-peraturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan 
literatur dari Pusbindiklatren Bappenas 

      

2 
Menyusun draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM 
      

3 
Berdiskusi dengan mentor terkait draft infografis untuk penyusunan rancangan tata 

kerja JFP di Lingkungan BPOM. 
      

4 
Memperbaiki draft infografis untuk penyusunan rancangan tata kerja JFP di 

Lingkungan BPOM. 
      

5 

Menginformasikan dan mengevaluasi  draft infografis untuk penyusunan rancangan 

tata kerja JFP di Lingkungan BPOM kepada: 

1. Perwakilan Perencana di Biro Perencanaan dan Keuangan  

2. Perwakilan Perencana dari Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

      

6 Menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi       
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Lampiran 9. Lembar Konsultasi dengan Coach 

FORMULIR 4 PEMBIMBINGAN DENGAN COACH DI TEMPAT AKTUALISASI 
 

Nama Peserta Efita Mey Lina, S.E 

Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Tempat Aktualisasi Biro Perencanaan dan Keuangan  

Coach Doyo Hadi Widodo, S.Sos., M.AP. 

No Tanggal Kegiatan Output 
(Telepon/SMS/Email/ 

Wa, dll) 

Tanda Tangan 

Coach 

1 29 Juli 2021 Pengenalan Laporan 

Rancangan Aktualisasi 

Gambaran mengenai 

penulisan aktualisasi 

Zoom  

2 

 

05 Agustus 

2021 

Diskusi Rancangan Aktualisasi 

yang akan di paparkan saat 

seminar 

Persamaan persepsi 

terkait sistematika 

penulisan rancangan 

aktualisasi 

Zoom  

3 12 Agustus 

2021 

Menyampaikah hasil 

mentoring terkait metode 

pemilihan Isu 

Revisi metode 

pemilihan ISU 

Telepon  

3 19 Agustus 

2021 

Diskusi evaluasi RA dan 

persiapan aktualisasi 

Rancangan aktualisasi Zoom  

4      

5      



79 
  

Lampiran 10. Lembar Konsultasi dengan Mentor 

FORMULIR 4 PEMBIMBINGAN DENGAN MENTOR DI TEMPAT AKTUALISASI 

Nama Peserta Efita Mey Lina, S.E 

Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Tempat Aktualisasi Biro Perencanaan dan Keuangan  

Mentor Sartini, S.E 

No Tanggal Kegiatan Output 
(Telepon/SMS/Email 

/Wa, dll) 

Tanda Tangan 

Mentor 

1 02 Agustus 2021 Diskusi isu dan kegiatan 

aktualisasi yang akan dilakukan 

Daftar isu  Zoom  

2 05 Agustus 2021 Diskusi metode pemilihan isu 

dan rancangan aktualisasi 

Draft rancangan 

aktualisasi 

Telepon  

3 12 Agustus 2021 Diskusi evaluasi rancangan 

aktualisasi dan persiapan 

aktualisasi 

Rancangan aktualisasi Zoom  

4 02 September 

2021 

Berdiskusi terkait draft 

infografis 

Draft Infografis WA  

5 16 September 

2021 

Berdiskusi terkait undangan 

sosialisasi Infografis Untuk 

Penyusunan Rancangan Tata 

Kerja Jabatan  Fungsional 

Perencana (JFP) di Lingkungan 

BPOM  

Surat Undangan WA  

      



80 
  

 


